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BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Kecamatan PATI
Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:
1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.
Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan
masyarakat diidentifikasikan permasalahan yaitu:
a) Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan;
b) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
c) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.
2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.
Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan
diidentifikasikan permasalahan yaitu:

a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;

b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di
desa;

C) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada
masyarakat;

d) Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada
masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya
mendukung penanggulangan kemiskinan;

e) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD
Kabupaten;

f) Masih rendahnya wusulan masyarakat yang masuk di
Musrenbang Kabupaten.

3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.
Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas
ASN diidentifikasikan permasalahan yaitu:

a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
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b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat

waktu;

C) Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;

d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi
dan profil kecamatan;

e) Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes;

f) Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya

baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat
dalam tabel berikut:

No.
(1)

Tabel T-B.35.

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN

Masalah Pokok
(2)
Ketentraman,
ketertiban dan
keamanan
masyarakat

Pemberdayaan
dan penguatan
kelompok rentan

Masalah

(3)
Masih tingginya
Angka Kriminalitas
di wilayah
kecamatan
Masih rendahnya
tingkat poskamling
dan Linmas aktif
Masih rendah
lembaga
kemasyarakatan
yang berprestasi
dan aktif di desa
Belum optimalnya
bantuan sosial
yang disalurkan
kepada masyarakat
Belum optimalnya
ketercapaian
penyaluran
bantuan kepada
masyarakat (rastra,
PKH dan bantuan
keagamaan) dalam
upaya mendukung
penanggulangan
kemiskinan.
Masih rendahnya
usulan masyarakat
yang masuk dalam
APBD dan

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Akar Masalah
(4)
Rasio Poskamling dan
anggota Linmas yang belum
sesuai

Belum aktifnya lembaga
kemasyarakatan (LPMD,
PKK, RT/RW, Karang
Taruna, Posyandu) di desa

Belum optimalnya
penyaluran rastra, PKH,
bantuan keagamaan
kepada masyarakat desa

Masih rendahnya tingkat
kehadiran masyarakat
dalam Musrenbang desa
dan kecamatan
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No.

(1)

Masalah Pokok

Tata kelola
organisasi dan
manajemen

(2)

Masalah
(3)

Musrenbang
Kabupaten
Belum optimalnya

pelayanan publik
kepada masyarakat

profesionalitas

ASN

1. Pengkoordinasian

Berdasar

Belum optimalnya
pelayanan
administrasi
kependudukan dan
pelayanan
perijinan tepat
waktu

Belum
maksimalnya
tingkat capaian
keterisian data
monografi dan
profil kecamatan

Belum optimalnya
Realisasi Capaian
RKPDes

Belum semua desa
yang administrasi
pengelolaan
keuangannya baik

identifikasi

sebagai berikut.

upaya

permasalahan di

penyelenggaraan

Akar Masalah
(4)

Belum optimalnya
pelayanan perijinan dan
administrasi kependudukan
yang terlayani

Belum maksimalnya tingkat
keterisian data monografi
dan profil kecamatan

Belum optimalnya laporan
keuangan desa yang tepat
waktu dan sesuai standar
pelaporan

atas maka tantangan isu

strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan

ketenteraman

dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan

masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;

2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan,

pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
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3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka
penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Visi Bupati Pati Tahun 2017-2022

“MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN

PUBLIK.”

Misi Bupati Pati Tahun 2017-2022:

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan
lokal.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan
pelayanan pendidikan dan kesehatan.

3. Meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat sebagai upaya
pengentasan kemiskinan

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan
mengutamakan pelayanan publik

5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka
peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.

6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah
berbasis pertanian, perdagangan dan industri.

7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung
pengembangan ekonomi daerah.

8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung

pembangunan yang berkelanjutan.

Merujuk pada telaah unsur visi misi Bupati terpilih, Kecamatan
Cluwak menghadapi beberapa tantangan isu strategis untuk
mewujudkan Pati yang lebih sejahtera

Tantangan strategisnya adalah penguatan peran kecamatan
sebagai fungsi koordinatif, pembinaan dan pengawasan kewilayahan.
Keberhasilan = pembangunan dan  ketepatan manfaat hasil
pembangunan sangat dipengaruh oleh akurasi dan kebaruan data.

Tantangan ini berkenaan dengan koordinasi manajemen pemantauan
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3.3.

hasil kegiatan pembangunan yang dilaporkan melalui pengumpulan
dan pendokumentasian data untuk membantu semua perangkat
daerah yang memerlukan dukungan data kewilayahan terkait
kelompok sasaran pembangunan di kecamatan PATI.

Selain membantu  koordinasi pengumpulan data dan
penyimpanan data, kecamatan juga membantu koordinasi lintas sektor
untuk  mendorong  partisipasi masyarakat dalam = program
pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan PATI juga berkontribusi mewujudkan visi misi kepala
daerah terpilih kabupaten Pati periode 2017-2022 melalui peningkatan
penyelenggaraan pelayanan PATEN dan pelayanan publik lain di

kecamatan secara transparan, responsif, dan akuntabel.

Telaahan Renstra Kementerian

Telaahan Renstra Kementerian untuk mendukung Renstra
Kecamatan adalah telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, secara
khusus bagian Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan
Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Sasaran pokok dari Renstra
Kementerian yang relevan bagi tugas dan fungsi kecamatan yaitu:
a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola

pemerintahan di Daerah, dengan indikator sasaran:

(i) Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk
mencapai  kesejahteraan  masyarakat dan  mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah;

(ii) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah;

b. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan
pembangunan desa; dengan indikator sasaran meningkatnya kualitas
dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam

pelayanan masyarakat.
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Sasaran pembangunan dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa memberikan tantangan
isu-isu strategis bagi kecamatan:

a. Isu terkait penciptaan kondisi aman dan damai, yaitu (i) bagaimana
mendorong kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam
kehidupan bangsa; (ii) memantapkan pelembagaan nilai-nilai
demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi,
nondiskriminasi dan kemitraan.

b. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan
hidup:

i. Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

ii. Mendorong terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan
pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan
ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.

iii.Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber
daya alam.

iv.Mendorong pelestarian fungsi lingkungan hidup.

v.Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.

c. Isu kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah, untuk mendukung koordinasi pencapaian (i) Penyediaan
layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM,;
(i) Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan
bahaya kebakaran sesuai SPM

d. Isu-isu terkait optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong
percepatan pembangunan desa; dengan indikatorr: (i) Jumlah desa
dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik; (ii) Jumlah desa
dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan

akuntabel; (iii) Jumlah desa swasembada.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.4.1. Analisis Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah
Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan
perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut

akan diimplementasikan dan lokasi dimana kegiatan akan dijalankan
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dapat diarahkan. Dalam dokumen RTRW Kabupaten Pati tahun 2010 -

2030 menyebutkan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Pati

menjadi lokasi rencana pembangunan kewilayahan.

Rencana pembangunan sarana kewilayahan yang direncanakan di
seluruh kecamatan antara lain:

a. Mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik di
setiap Kecamatan, secara khusus yang bersumber dari energi
alternatif;

b. Pembangunan Taman Skala Kecamatan

Selain target pembangunan umum tersebut, di wilayah kecamatan

Cluwak ditargetkan sebagai lokasi pembangunan :

a. peningkatan kualitas perlindungan kawasan lereng Gunung Muria,
lahan-lahan yang memiliki tingkat kemiringan diatas 40% (empat
puluh persen) dan kawasan rawan longsor atau erosi dengan
melakukan penghijauan lereng Gunung Muria di Kecamatan PATI,
Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, dan Kecamatan
Gunungwungkal.

b. Pengembangan prasarana terminal angkutan penumpang umum

c. Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
melalui wilayah Kecamatan PATI, Kecamatan Tayu, Kecamatan
Margoyoso, Kecamatan Trangkil,Kecamatan Wedarijaksa,
Kecamatan Pati, Kecamatan Juwana, Kecamatan Batangan,
Kecamatan Gabus, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Sukolilo;

d. Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi

e. Pengembangan pertanian hortikultura

f. Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan

g. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan (Potensi bahan
tambang tras dan sirtu)

h. Pengembangan pariwisata alam (kawasan agrowisata berada di

sepanjang lereng Gunung Muria bagian timur)

Kajian RTRW kabupaten Pati tahun 2010 - 2030 tersebut di atas
memberikan tantangan strategis bagi kecamatan bagaimana membantu
pemerintah kabupaten untuk mendapatkan dukungan partisipasi
masyarakat kecamatan PATI dalam proses perencanaan, implementasi,

hingga merawat hasil pembangunan di kecamatan PATI.
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Kecamatan PATI ditantang untuk menjaga kewaaspadaan
masyarakat untuk siaga mitigasi bencana alam terutama bencana erosi
dan tanah longsor yang sering terjadi di Kecamatan PATI mengingat
lokasi di lereng Gunung Muria dengan tingkat kemiringan antara 25 —
40 derajat.

Pengembangan industri di Kecamatan PATI terutama industri kayu
sengon dan kayu glugu (kelapa) yang banyak menyerap tenaga kerja,
juga dikembangkan pula industri mikro dan UMKM yang bisa

mengangkat perekonomian masyarakat PATI.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Analisis lingkungan hidup strategis untuk penyusunan Rencana
Strategis Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi
dan sosial di kecamatan mendukung perwujudan bumi Pati yang sehat
lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi yang
akan datang. Dampak kumulatif pembangunan terhadap lingkungan
hidup bisa terjadi karena : (a) dampak lingkungan berlangsung
berulang kali dan terus menerus sehingga tidak dapat diasimilasi oleh
lingkungan alam, (b) berbagai dampak lingkungan tertumpuk pada
suatu ruang sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan, dan (c)
dampak lingkungan dari berbagai sumber kegiatan yang menimbulkan
efek yang saling memperkuat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan secara khusus di Kecamatan PATI
terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pati tahun 2016
sebagai berikut.

1. Kecamatan PATI termasuk daerah yang rawan tanah longsor.
2. Kecamatan PATI sebagai wilayah yang diproyeksikan berkembang di
bidang kawasan hutan produksi,

Kajian KLHS Kabupaten Pati tahun 2016 tersebut di atas
memberikan tantangan strategis bagi kecamatan bagaimana membantu
pemerintah kabupaten untuk mendapatkan dukungan partisipasi
masyarakat kecamatan PATI untuk berpartisipasi dalam menjaga
perilaku usaha ekonomi dan sosial supaya tidak melanggar aturan

yang mebahayakan degradasi kesehatan lingkungan.
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3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan PATI

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya
yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang
menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi,
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam
hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Proses perumusan isu strategis Kecamatan PATI Kabupaten Pati
melalui kajian isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi
diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju democratic
governance sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan
daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang
akan dihadapi Kecamatan PATI Kabupaten Pati pada tahun 2017 -
2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu
pembangunan lingkup daerah pada umumnya.

Selama kurun waktu S (lima) tahun ke depan, Kecamatan PATI
Kabupaten Pati dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam
menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan
nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu
memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi
kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan
menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan
perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah
pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Kriteria yang ditetapkan sebagai pertimbangan pembobotan isu
strategis di Kecamatan PATI Kabupaten Pati yaitu: (i). Mendukung
langsung pencapaian visi misi kepala derah dalam RPJMD Kabupaten
Pati tahun 2017-2022; (i) Menjadi kewenangan Kecamatan; (iii)
Mendesak diamanatkan oleh pemerintah /Kementerian atau pemerintah
Provinsi Jawa Tengah.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh
Kecamatan PATI. Analisis kekuatan internal, kelemahan internal,
peluang eksternal, dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu

strategis sebagai berikut.
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1. Kekuatan Internal.

a. Adanya landasan hukum kelembagaan Kecamatan PATI melalui
Perda Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat daerah, dan Peraturan Bupati Kabupaten
Pati nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Pati. Regulasi tersebut memberikan kewenangan
melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan
administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan
kepastian;

b. Adanya komitmen pemerintah kabpaten Pati untuk mendorong
peran kecamatan melaksanakan kewenangan yang diserahkan

untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pati.

2. Kelemahan Internal.

a. Masih terbatasnya kualitas SDM dengan keahlian; (i) kompetensi
fasilitator administrasi pemerintahan dan administrasi kuangan
untuk mendampingi administrasi keuangan desa dan
pelaporannya; (iijkompetensi khusus di bidang pelayanan yang
menguasi teknologi informasi;(ii) kompetensi pemberdayaan
masyarakat; (iv) kompetensi pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, dan penyajian data yang akurat an terbarukan.

b.Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
kerja;

c.Kurangnya optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan ke
kecamatan, terutama dari sisi pengeloaan anggaran.

3. Tantangan/ancaman eksternal

a.Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;

b. Perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh pada peran
strategis kecamatan;

4. Peluang dari lingkungan eksternal
1.Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pelayanan publik tingkat kecamatan, seperti program PATEN
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2. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik bidang perizinan dan
kependudukan secara terpadu, cepat dan memuaskan
masyarakat;

3. Berkembangnya teknologi informasi.

Kesimpulannya, isu strategis yang menjadi tantangan bagi

Kecamatan PATI Kabupaten Pati dengan mendasarakan tugas pokok

dan fungsi, hasil telahaan visi dan misi kepala daerah, hasil telahaan

pada rencana strategis kemeneterian, kajian RTRW dan kajian

lingkungan hidp strategis, sebagai berikut :

1.

Isu reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan,
pelayanan kependudukan).

Isu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur daerah secara
khusus penggunaan sarana prasarana teknologi informasi
Peningkatan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data
sektor kewilayahan sesuai kebutuhan pembangunan;

Isu terkait penciptaan kondisi keamanan, ketenteraman, ketertiban
umum;

Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan
hidup

Koordinasi lintas sektor untuk mendorong partisipasi masyarakat

dalam program pemberdayaan masyarakat.
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